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ABSTRAK 
 
Dian Febrina (B111 13 387), Perlindungan Hukum Pemengang Sertipikat Hak Milik Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Balang Pesoang di Kabupaten Bulukumba, dibimbing oleh Aminuddin Salle dan Muhammad Ilham Arisaputra.    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan penetapan sebagai kawasan hutan lindung di Desa Balang Pesoang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung.   Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Balang Pesoang Kecamatan Bulukumpa. Teknik penelitian menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif.  Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1. Dasar pertimbangan penunjukkan kawasan hutan lindung balang pesoang berdasarkan penunjukkan secara parsial, pengukuhan dan penetapan oleh kementrian Pertanian berdasarkan kriteria yng mencakup tiga komponen utama yaitu kelerengan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan curah hujan rata-rata. 2. Perlindungan  Hukum pemegang sertipikat Hak Milik Atas Tanah pasca ditetapkanya sebagai Kawasan Hutan Lindung dengan upaya Pemerintah dalam melindungi pemengang sertipikat hak milik yaitu perlindungan hukum berupa enclave dengan perubahan batas kawasan hutan dan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali. Mekanisme penyelesaian pihak ke tiga dalam kawasan hutan lindung terdapat 2 cara penyelesaian yaitu dengan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.     
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada 
seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah semestinya 
pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa beserta apa yang 
terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bumi yang dimaksud 
ialah tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 
merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
digunakan untuk kesejahteraan rakyat.1 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menggariskan 
bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Artinya menguasai dalam hal ini bukan sebagai 
pemilik melainkan dalam arti mengatur dan mengawasi sedemikian rupa 
dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah-tanah tersebut agar pemilik tanah 
atau pemegang hak-hak lainnya (hak pakai, hak guna usaha, penyewa 
dan lain sebagainya: (1) tidak melakukan kerusakan-kerusakan atas 
                                                          1 Florianus SP. Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Visimedi, Jakarta, 2007, hlm. 2. 
2  
tanah; (2) tidak menelantarkan tanah; (3) tidak melakukan pemerasan-
pemerasan atas tanah atau pendayagunaan (exploitation) yang  melebihi 
batas; (4) tidak  menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan kengat 
dan pemerasan lainnya terhadap orang lain (exploitation des I’Homme par 
L.Homme). Apabila para pemengang hak atas tanah itu ternyata 
melakukan perbuatan-perbuatan seperti di atas, maka hak-haknya segera 
akan dicabut, walaupun hak itu merupakan hak pemilikan hak atas tanah.2 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan sebagai Undang-Undang 
Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), pada Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan bahwa: 
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.  
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi 
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 UUPA di atas . Dengan 
demikian hak atas tanah adalah permukaan bumi, yaitu hanya meliputi 
sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, yang disebut bidang 
tanah.3  
Tanah  sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan  manusia. 
Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam 
                                                          2 G. Kartasapoetra, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, cet. 2, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 9. 3 Boedi Harsono,Hukum agraria Indonesia; Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2008. Hlm. 18. 
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kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang 
tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas 
sekali, sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan  tanah senantiasa 
bertambah. Selain bertambah banyaknya jumlah manusia yang 
memerlukan tanah untuk perumahan, juga kemajuan dan perkembangan 
ekonomi, sosial budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya 
tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-
pabrik, perkantoran, tempat hiburan, jalan-jalan untuk perhubungan. Oleh 
karena itu, semakin lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, 
menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak 
heran kalau nilai tanah jadi meningkat tinggi. Tidak seimbangnya antara 
persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan 
berbagai persoalan yang banyak segi-seginya. 4 
Konflik kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang 
sangat kompleks, yang dihadapi oleh Perusahaan Umum Perusahaan 
Hutan Negara Indonesia (Perum Perhutani) dalam mengembang tugas 
pengelolaan kawasan hutan. Berbagai macam bentuk konflik yang dapat 
ditemukan dalam praktek pengelolaan hutan, seperti klaim-klaim sepihak 
terhadap kawasan hutan yang diidentifikasi oleh pihak lain (instansi, 
badan hukum, atau masyarakat) sebagai tanah-tanah bekas hak-hak 
barat seperti hak eigendom dan atau hak erpacht, atau dianggap sebagai 
tanah bekas hak-hak adat, atau dianggap sebagai “tanah Negara bebas” 
                                                          4 K. Wantjik Saleh, Hak atas tanah anda, cet.6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 7. 
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yang kemudian dapat dirambah, diduduki, digarap, serta dimohon hak 
atas tanah (disertipikatkan). Permasalahan tersebut muncul karena belum 
semua pihak memahami tentang kedudukan hukum kawasan hutan, atau 
belum mengetahui  masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum 
agraria kehutanan. 5 
          Di dalam UUPA, untuk memberikan kepastian hukum  terhadap hak 
atas tanah milik masyarakat, maka pemerintah melaksanakan kegiatan 
pendaftaran tanah. Suatu bidang tanah yang sudah didaftarkan di kantor 
pertanahan akan mendapatkan sertipikat yang merupakan alat bukti 
kepemilikan yang sah. Sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat, 
pada saat ini sering kali menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat 
karena meski sudah memiliki sertipikat yang sah namun jaminan 
perlindungan hukum bagi pemegangnya masih kurang. Hal seperti ini bisa 
dilihat pada permasalahan yang terjadi di Desa Balang Pesoang, 
Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.  
Pada Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan  Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, 
bahwa “Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan 
dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah 
                                                          5 Bambang Eko Supriadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 3-4. 
5  
kawasan hutan;” Pasal memperlihatkan bahwa  tidak boleh ada Hak Atas 
Tanah di dalam kawasan hutan, apalagi Hak Milik karena Pasal 50 ayat 
(3) telah menentukan bahwa kawasan hutan tidak bisa dikerjakan atau 
digunakan dan dirambah. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba saat ini telah melarang 
penerbitan sertipikat Hak Milik di wilayah kawasan hutan lindung di desa 
Balang Pesoang oleh karena wilayah tersebut adalah kawasan Hutan 
Lindung yang tidak boleh diterbitkan hak atas tanah apapun di atasnya. 
Penetapan kawasan Hutan Lindung yang dimaksud berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri 426/Kpt.s-II/92 pada tanggal 5 Mei 1992. 
 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 
2012 – 2032 pada Pasal 31 ayat  (1): 
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dengan luas 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang;   
Dari Pasal 31 ayat (1) memperlihatkan bahwa terdapat hutan 
lindung disebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, yaitu  Hutan Lindung 
Balang Pesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 
ditetapkan sebagai hutan  lindung berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 
6  
Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032 dengan luas  
areal sebesar 648,88 ha. Hal ini dapat dilihat pada lampiran tabel 1.1, 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032, 
poin ke 3. 
Dalam wilayah hutan lindung Balang Pesoang tersebut telah 
terdapat sejumlah sertipikat Hak Milik Atas Tanah masyarakat yang terbit 
pada tahun 1983 melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Hal 
ini berarti bahwa Sertipikat Hak Milik masyarakat lebih dulu lahir 
dibandingkan Penetapan kawasan Hutan Lindung yang dimaksud 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri 426/Kpt.s-II/92 pada tanggal 5 Mei 
1992 tersebut dan setelah ditetapakannya sebagai kawasan hutan lindung 
pemilik sertipikat bertambah melalui PRONA pada tahun 2009. Jika 
memang demikian yang terjadi, maka keputusan pemerintah untuk 
menetapkan kawasan hutan lindung Balang Pesoang akan berdampak 
terhadap sertipikat Hak Milik masyarakat di wilayah yang telah di tetapkan 
sebagai kawasan hutan Lindung Balang Pesoang. Di dalam wilayah yang 
telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung Balang Pesoang terdapat 
permukiman, dimana telah terdapat dua dusun yaitu Dusun Wae Cenning 
dan Dusun Kampung Baru, dikedua  dusun tersebut terdapat fasilitas 
umum seperti sekolah dan mesjid.  
Akan sangat bijaksana jika melihat sejarah perolehan dari Hak Milik 
tanah tersebut, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan pemerintah 
7  
menetapkannya sebagai kawasan hutan lindung. Karena jika pemerintah 
melarang atau membatalkan sertipikat secara sepihak, tentu saja akan 
menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. 
          Dengan adanya kenyataan yang telah diuraikan di atas, membuat 
Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian Kawasan Hutan 
Lindung Balang Pesoang di Desa Balang Pesoang, Kecamatan 
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba , sehingga penulis membahas dalam 
sebuah Skripsi dan mengangkat judul:  
“Perlindungan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pasca Ditetapkannya 
Sebagai Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bulukumba” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana dasar pertimbangan penetapan sebagai kawasan hutan 
lindung di Desa Balang Pesoang?  
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak 
Milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung. 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penetapan sebagai 
kawasan hutan lindung di Desa Balang Pesoang. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang 
sertipikat Hak Milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan 
lindung. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata, khususnya 
di bidang Hukum Agraria yang berkaitan dengan Sertipikat Hak 
Milik  atas tanah pasca di tetapkannya sebagai kawasan hutan 
lindung di suatu daerah.  
2. Memberikan uraian mengenai bagaimana tindak lanjut seseorang 
sebagai pemegang  sertipikat hak atas tanah pasca di tetapkannya 
sebagai kawasan hutan lindung saat ini.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hierarki Hak-hak Penguasaan atas tanah 
          Hukum tanah nasional (sebagaimana diatur dalam UUPA) 
membedakan antara hak-hak penguasaan atas tanah dengan hak-hak 
atas tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang 
masing-masing berisikan kewenangan, tugas, kewajiban dan/larangan 
bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang 
dihaki. Hak-hak penguasaan tanah ada yang berupa hubungan hukum 
perdata, seperti Hak Milik Atas Tanah, dan ada yang berupa hukum 
publik, seperti hak menguasai dari Negara (HMN).6 
Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah UUPA dan Hukum Tanah 
Tanah Nasional, adalah: 7 
1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah; 2. Hak Menguasai dari Negara atas tanah; 3. Hak Ulayat masyarakat hukum adat; 4. Hak-hak perorangan, yang terdiri atas: a. Hak-hak atas tanah. b. Wakaf tanah Hak Milik. c. Hak Tanggungan. d. Hak Milik atas satuan rumah susun.  
1. Hak Bangsa Indonesia 
          Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan 
atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam 
                                                          6 Bambang Eko Supriadi, Op.cit., hlm. 48. 7 Urip Santoso (Selanjutnya di sebut Urip Santoso I), Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.75. 
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wilayah Negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat pribadi dan 
menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan 
hak penguasaan hak atas tanah ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUPA. 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya 
semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia 
merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai 
Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu, juga mempunyai 
sifat religius, artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 
ayat (2) UUPA). Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah 
bersifat abadi, artinya hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah 
akan berlangsung tiada terputus-putus untuk selama-lamanya. Sifat abadi 
artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai Bangsa Indonesia 
dan selama tanah bersama tersebut masih ada pula, dalam keadaan yang 
bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat 
memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut (Pasal 1 ayat (3) 
UUPA). Hak Bangsa Indonesia atas tanah, mengandung pengertian 
bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada Hak 
Bangsa Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak-hak 
penguasaan apa pun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksitensi 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah. 8  
 
                                                          8 Aminuddin Salle, et.al., Hukum Agraria, cet 2, ASPublishing, Makassar, 2011,  hlm. 96. 
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2. Hak Menguasai Negara Atas Tanah 
           Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan 
memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh 
warga Negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau setiap hukum 
positif (Undang-Undang) selalu menempatkan suatu tujuan yang terdapat 
dalam hukum itu yang secara inklusif, termasuk tujuan Negara. Sebab 
berbicara mengenai tujuan hukum sama halnya berbicara mengenai 
tujuan negara. Hal ini dapat dilihat ketentuan-ketentuan dasar pokok 
Agraria, yang menempatkan hak menguasai negara atas tanah diatur 
dalam Pasal 2 UUPA: 9 
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 
                                                          9 Supriadi (selanjutnya disebut Supriadi I), Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 58. 
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bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.            Dalam Pasal 2 ayat  UUPA tersebut di atas dapat dilihat bahwa Hak 
Menguasai Negara merupakan rangkaian wewenang yang berisi:10 
1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; 2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 3. menentukan dan mengatur hubungan huku antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.            Kekuasaan negara tersebut mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut. Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. 11  
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
           Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, 
yaitu “ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 
pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari 
masyarakat-masyarakat  hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 
nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak 
                                                          10 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 11 Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 107-108. 
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boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain 
yang lebih tinggi”.12 
          Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat 
dinyatakan masih apabila memenuhi 3 unsur,yaitu:13  
a. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum  adat tertentu,yang merupakan suatu masyarakat hukum adat; b. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut,yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai” labensraumnya; dan c. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataanya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan,melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.    4. Hak-hak Perorangan Atas Tanah 
         Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi 
wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang 
secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam arti 
menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari bidang 
tanah tertentu.14 Hak-hak perseorangan atas tanah, meliputi: 
a. Hak-hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. 
           Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 
ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar menguasai dari negara atas tanah 
sebagai yang diatur Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang 
                                                          12 Santoso I, Op.cit., hlm. 79. 13 Ibid., hlm. 80. 14 Aminuddin Salle, et.al., op.cit., hlm. 101-102. 
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lain serta badan hukum”. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai 
dari negara atas tanah dapat diberikan perseorangan baik warga negara 
Indonesia maupun waraga negara asing, sekelompok orang secara 
besama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan 
hukum publik.15 
          Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh 
pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu:16 
1. Wewenang Umum Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah  itu dalam batas-batas menurut dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA). 2. Wewenang Khusus Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak miik adalah untuk kepentingan pertanian dan atau Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan  bangunan atas tanah yang bukan miliknya , wewenang pada Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk  kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan atau perkebunan.  Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 
UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 bidang yaitu:17 
1. hak atas tanah yang bersifat tetap  Hak-hak atas tanah tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, Hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. 2. hak atas tanah  yang ditetapkan oleh undang-undang 
                                                          15 Urip Santoso I, op.cit., hlm. 87. 16 Ibid. hlm. 87-88. 17 Ibid. hlm. 88 
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Hak atas tanah yang lahir kemudian, yang akan ditetapkan oleh undang-undang. 3. Hak atas tanah yang bersifat sementara  Hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandungsifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini yaitu hak gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak sewa tanah pertanian.            Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya Hak 
membuka tanah dan memungut hasil hutan bukalah hak atas tanah yang 
dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemengang 
haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah 
yang dihakinya. Namun, sekedar menyesuaikan dengan sistematika 
hukum adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak 
atas tanah yang bersifat tetap. Sebenarnya kedua  hak tersebut 
merupakan “pengejawatahan” dari hak ulayat masyarakat hukum adat.18 
         Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 
UUPA tidak bersifat limitatif, artinya di samping hak-hak atas tanah 
disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah 
yang baru yang diatur dengan undang-undang. Dari segi asal tanahnya, 
hak atas tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:19 
1. Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas tanah yang berasal 
dari negara, macam-macam hak atas tanah ini hak milik, hak guna usaha, 
hak guna bangunan hak atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. 
                                                          18 Ibid. hlm. 89. 19 Ibid. 
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2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu itu hak atas tanah yang 
berasal dari pihak lain. 
Macam-macam hak atas tanah ini adalah  hak guna bangunan atas tanah 
hak pengelolaan, hak guna bangunan atas hak milik, hak pakai atas tanah 
pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, 
hak gadai (Gadai Tanah), hak usaha bagi hasil (Perjanjian bagi hasil), hak 
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. 
Adapun hak-hak Atas Tanah sebagaimana disebut dalam Pasal 16 
UUPA dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Hak Milik.  
Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, pengertian hak milik adalah hak turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah 
dengan mengingat ketentuan Pasal 6.  
2)  Hak Guna Usaha.  
 Dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, pengertian hak guna usaha adalah 
hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, 
dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna 
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.  
3)  Hak Guna Bangunan.  
Dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA, pengertian hak guna bangunan adalah 
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah 
yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 
tahun.  
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4)  Hak Pakai.  
Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, pengertian hak pakai adalah hak untuk 
mengusahakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi 
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam UUPA. 
5) Hak Sewa.  
Dalam Pasal 44 ayat (1) UUPA, pengertian hak sewa adalah hak yang 
dimiliki seseorang atau badan hukum atas tanah milik orang lain untuk 
keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah 
uang sebagai sewa.  
6)  Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan.  
Dalam Pasal 46 UUPA, pengertian hak membuka tanah dan 
memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang 
menyangkut dengan tanah.  
b. Wakaf Tanah Hak Milik        
            Wakaf tanah hak milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu 
perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang di maksudkan di sini adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
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Milik. Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri  (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.20 Menurut Pasal 1 
ayat (1), menyatakan  bahwa: 
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama islam. Wakaf tanah hak milik adalah hak penguasaan atas tanah bekas tanah hak milik, yang oleh pemiliknya (seorang atau badan hukum) dipisahkan dari harta kekayaanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran Agama Islam.21       c. Hak Tanggungan        
Menurut Boedi Harsono, “Hak Tanggungan merupakan hak 
penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kreditor 
tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang diijadikan 
jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor yang lain”. Hak-hak atas tanah yang dapat 
dijadikan jaminan utaang dengan dibebani Hak Tanggungan menurut 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara menurut 
ketentuanya wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah 
tangankan.22  
 
                                                          20 Urip Santoso I, op.cit., hlm. 83. 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik 22 Urip Santoso I, op.cit., hlm. 83. 
19  
d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun     
           Secara impilisit Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diatur dalam 
Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu hak atas tanah dapat diberikan kepada 
sekelompok orang secara bersama-sama dengan orang lain. Pada Hak 
Milk Atas Satuan Rumah Susun,bidang tanah yang di atasnya berdiri 
rumah susun,hak atas tanahnya dimiliki atau dikuasai secara bersama-
sama oleh seluruh pemilik satuan rumah susun. Hak atas tanah yang 
dapat dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh pemilik 
satuan rumah susun dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan,atau 
Hak Pakai atas tanah Negara. 23 
 
B. Hak Milik 
 Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun 
temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah 
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Turun-temurun artinya Hak 
Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup 
dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan 
oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat subjek Hak Milik. Terkuat, 
artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas 
tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah 
dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapus. 
Terpenuhi, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada 
                                                          23 Ibid. 
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pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, 
dapat menjadi induk hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak 
atas tanah yang lain, dan penggunaan hak atas tanahnya lebih luas dari 
pada yang lain. Hak Milik atas tanah dapat dimiliki oleh perseorangan 
warga Negara indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh 
pemerintah. Dalam menggunakan Hak Milik hak atas tanah harus 
memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah, yaitu dalam menggunakan 
tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan 
tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya 
keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan dengan kepentingan 
umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah 
kesuburan dan mencegah kerusakan.24 
Untuk mendapatkan Hak Milik, ada 4 cara yaitu: 25 
a. Dengan cara peralihan: 1) Beralih (demi hukum), karena yang mepunya Hak Milik meninggal dunia maka haknya dengan sendirinya beralih menjadi hak ahli warisnya (peralihan hak ini bukan karena suatu perbuatan melainkan karena hukum); 2) Dialihkan, suatu  peralihan hak yang dilakukan secara sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain (peralihan hak ini melalui perbuatan hukum seperti jual-beli, tukar menukar, hibah, dan wasiat). b. Menurut hukum adat (Pasal 22 ayat (1) UUPA), kaitanya dengan hak ulayat (hak membuka tanah), tanah timbul/lidah      tanah (aanslibbing); c. Karena penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 22 ayat (1) huruf a. UUPA), misalnya pemberian Hak Milik atas 
                                                          24  Aminuddin Salle,et.al., op.cit. ,hlm. 109. 25 Bambang Eko Supriadi, op.cit., hlm. 57-58. 
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tanah yang langsung  oleh Negara, berdasarkan suatu permohonan; d. Karena ketentuan undang-undang (Pasal 22 ayat (1) huruf b. UUPA), hal ini terjadi karena konversi (perubahan). Hak-hak atas tanah yang ada sebelum diundangkannya UUPA, hak-hak tersebut dapat dikonversi menjadi Hak Milik (hak-hak tersebut, misalnya, hak eigendom, hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, druwe, hak atas druwe desa,   pesini, grand sultan, landerijen bezitrecht, altidduuurende erpachten, dan hak usaha di atas tanah bekas tanah partikelir), dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku.             Sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, maka yang dapat 
mempunyai Hak Milik adalah: 26 
a. Warga Negara indonesia b. Badan-badan hukum yang ditunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas tanah: 1) Bank-bank Negara: Misal: Bank indonesia, bank dagang negara, Bank negara indonesia 1946. 2) Koperasi Pertanian berdasarkan hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960. 3) Badan-badan sosial berdasarkan hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha sosial. 4) Badan-badan Keagamaan berdasarkan hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan.   
          Kemudian menurut Pasal 21 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa 
“Selama seseorang di samping  kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai 
                                                          26 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertahanan: Pemberian hak atas tanah negara dan sertipikat dan permasalahannya, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2002, hlm.6-7. 
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tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 
Pasal ini”.  
 Sedangkan Pasal 21 ayat (3) UUPA menentukan bahwa:  orang asing yang sudahnya berlaku undang-undang ini memperoleh hak milik, karena pewarisan tanpa wasiat, atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia kehilangan warga negaranya wajib melepaskan hak itu, di dalam jangka 1 tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau atau hilangnya kewarganegaraan itu, hak milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus karena hukum, dengan ketentuan Hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung.  
Pasal 27 UUPA menetapkan faktor-faktor penyebabnya hapusnya 
Hak Milik atas tanah dengan tanahnya yang jatuh kepada Negara, yaitu: 27 
a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18; b. Karena penyerahan secara suka rela oleh pemiliknya; c. Karena ditelantarkan; d. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas Tanah e. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat menjadi Hak Milik atas tanah.  Hak Milik atas tanah juga dapat hapus karena musnah, misalnya 
karena ada bencana alam.28 
 
C. Sertipikat Hak Atas Tanah.  
1. Pengertian Sertipikat.  
           Secara etimologi sertipikat berasal dari bahasa Belanda yakni 
“Certificat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang 
                                                          27 Urip Santoso I, op.cit., hlm. 98. 28 Ibid. 
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membuktikan tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan Sertikat Tanah adalah 
surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, 
atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada 
seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah terntentu dan 
kepemilikannya itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat 
oleh instansi yang berwenang.29 Sertipikat adalah salinan buku tanah dan 
surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu 
kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.30 
Menurut Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa: 31 
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang memuat data yuridis dan data fisik obyek yang didaftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.  
2. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah 
Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat hak 
atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya 
tidak dapat digantikan dengan benda lain. Pertama, sertipikat hak atas 
tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang 
paling utama sebagimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. 
Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai 
pemengang hak atas suatu bidang tanah apabila telah jelas namanya 
                                                          29 Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis,  Hukum  Pendaftaran Tanah, Madar Maju, Bandung, 2010, hlm. 204. 30 K. Wantjik Saleh, Op.cit., hlm. 64. 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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tercantum dalam sertipikat itu. Diapun dapat membuktikan mengenai 
keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, 
bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-baban yang 
ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya. Semua keterangan yang 
tercantum dalam sertipikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus 
diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada 
bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kalau ternyata apa yang 
termuat di dalamnya ada kesalahan, maka diadakan perubahan 
seperlunya. Dalam hal ini yang berhak mengadakan pembetulan itu bukan 
pengadilan, melainkan Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang 
membuatnya. Pihak yang merasa dirugikan karena kesalahan dalam 
sertipikat itu, mengajukan permohonan untuk perubahan atas sertipikat 
yang dimaksud, dengan melampirkan putusan pengadilan yang 
menyatakan adanya kesalahan. 32 
Kedua, sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi 
pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada 
pemiliknya. Dengan demikian, apabilah pemegang hak atas tanah 
seorang pengusaha misalnya, sudah tentu akan mudah baginya 
mengembangkan usahanya  itu karena kebutuahan akan modal mudah 
diperoleh.33 
Katiga, bagi pemerintah, adanya sertipikat hak atas tanah juga 
sangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak 
                                                          32 Adrian Sutedi, Serifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.  33 Ibid., hlm. 58. 
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langsung. Adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah 
yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor Agraria. Data Kantor 
Pertanahan, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan mudah 
ditemukan. Data ini sangat penting untuk perencanaan kegiatan 
pembangunan misalnya pengembangan kota, pemasangan pipa-pipa 
irigasi, kebal telepon, penarikan pajak bumi dan bangunan.34 
 
3. Jenis-jenis Sertipikat.  
          Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria merumuskan mengenai jenis-jenis hak atas tanah 
baik bagi perorangan maupun badan hukum, sedangkan mengenai 
sertipikat diatur lebih lanjut pada aturan pelaksanaannya yang mempunyai 
kedudukan lebih rendah dari undang-undang tersebut seperti Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Dalam Negeri 
serta Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN). 
Menurut Benny Bosu, jenis-jenis sertipikat dapat dilihat dari berbagai 
aspek antara lain: 35 
a. Dilihat dari sumber atau Peraturan yang mengaturnya pembagian sertipikat ini terdiri atas:  1) Sertipikat tanah yang muncul dari perumusan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria:  a) Sertipikat Hak Milik (SHM);  b) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB);  c) Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU);  d) Sertipikat Hak Pengelolaan (SHPL);  
                                                          34 Ibid. 35 Benny Bosu, Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium),  Mediatama Saptakarya, Jakarta, 1997, hlm. 10. 
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e) Sertipikat Hak Pakai (SHPK.);  2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. Sertipikat hak tanggungan ini merupakan pengganti dari:  a) Sertipikat Hipotik;  b) Sertipikat Crediet-verband; c)  Fidusia.  3) Sertipikat  yang bersumber pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 serta aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985; Permendagri Nomor 14 Tahun 1975 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya.  4) Sertipikat berdasarkan objek pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:36 a) Serifikat Hak Milik b) Sertipikat hak guna usaha c) Sertipikat hak bangunan dan tanah negara d) Sertipikat Pengelolaan atas tanah pengelolaan e) Sertipikat hak pakai atas tanah negara f) Sertipikat hak pakai atas tanah pengelolaan g) Sertipikat tanah pengelolaan  h) Sertipikat wakaf tanah hak milik i) Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun j) Sertipikat hak milik atas satuan non rumah susun k) Sertipikat hak tanggungan   b. Dilihat dari sifatnya, maka pembagian sertipikat dibedakan sebagai berikut:37  1) Sertipikat Asli yaitu sertipikat yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan baik formal maupun materiil, sertipikat inilah yang dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum.  2) Sertipikat Asli Tetapi Palsu (Aspal) yaitu sertipikat yang secara formal telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya, namun beberapa ketentuan meteriilnya tidak dipenuhi.  3) Sertipikat Palsu yaitu sertipikat yang cacat hukum secara total baik formal maupun materiilnya.  
                                                          36 Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso II), Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 261. 37 Benny Bosu, op.cit., hlm 11. 
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4. Kekuatan Pembuktian Sertipikat.  
Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak, yaitu sertipikat 
sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat. Di dalam UUPA, ditetapkan 
bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan 
surat tanda bukti hak yang bersifat kuat. Hal ini dapat diketahui dari 
ketentuan berikut: 38 
a. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  b. Pasal 23 UUPA. Pendaftaran hak milik, peralihan, pembebanannya dengan hak-hak lain dan hapusnya hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat.  c. Pasal 32 UUPA. Pendaftaran hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak guna usaha merupakan alat pembuktian yang kuat. d. Pasal 38 UUPA. Pendaftaran hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak guna bangunan merupakan alat pembuktian yang kuat.   Demikian pentingnya peranan sertipikat, sehingga kekuatan 
pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal/ terhadap pihak luas, tetapi 
juga mempunyai daya kekuatan internal, yakni memberikan rasa aman 
bagi para pemegang/ pemiliknya serta ahli warisnya agar ahli warisnya di 
kemudian hari tidak mengalami kesulitan, dalam arti tidak perlu bersusah 
payah untuk mengurusnya, paling-paling harus menjaga keamanannya 
serta menghindari kerusakannya.39 Sertipikat sebagai tanda bukti hak 
yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data 
                                                          38 Urip Santoso II, op.cit., hlm 272. 39 Benny Bosu, op.cit., hlm. 5.  
28  
yuridis yang termuat dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan 
harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan 
sebaliknya dengan alat bukti yang lain yang berupa sertipikat atau selain 
sertipikat (petuk pajak bumi).40 Dalam hal ini pengadilanlah yang akan 
memutuskan alat bukti mana yang benar. Kalau ternyata bahwa data fisik 
dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat tidak benar, maka akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.  
          Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah terwujud jaminan 
kepastian hukum terhadap hak atas tanah, namun tidak ada jaminan bagi 
pemegang hak atas tanah untuk tidak mendapatkan gugatan dari pihak 
lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat tersebut. 
Demikian pula dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
(BPN RI) tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang 
dimuat dalam sertipikat. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 
pemegang hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya dari 
gugatan atau keberatan dari pihak lain, maka Pasal 32 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur bahwa: 41 
 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan 
                                                          40  Urip Santoso II, op.cit., hlm 275. 41 Ibid., hlm. 276 
29  
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.   Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa: 
Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada pihak lain untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemenang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquisitieve verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita yang memakai dasar Hukum Adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan ini di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40) adalah sesuai dengan lembaga ini. Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah.   Berkaitan dengan sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti 
hak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Maria S.W,Sumardjono menyatakan 
bahwa:42 
apabila selama 5 (lima) tahun pemegang hak atas tanah semula lalai untuk mengunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beriktikad baik dan ia tidak mengajuhkan gugatan kepengadilan,berarti yang bersangkutan tidak menenlantarakan tanahnya dan kehilangan haknya untuk mengungat. Konsepsi ini didasarkan pada lembaga rechtsverweking dikenal dalam hukum adat.   
D. Pengertian Hukum Kehutanan, Hutan dan Kawasan Hutan  
1. Pengertian Hukum Kehutanan 
Idris Sarong Al Mar mengatakan bahwa yang disebut dengan 
hukum kehutanan, adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma 
(tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan 
dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.” Definisi ini senada 
dengan definisi yang dirumuskan Biro Hukum dan Organisasi, 
Departemen Kehutanan. Bahwa yang disebut hukum kehutanan, adalah 
“Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis 
yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan 
hutan dan pengurusannya”. Hukum kehutanan dalam kedua definisi di 
atas dititik beratkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan 
pengurusan hutan dan kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu 
tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia 
secara perseorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu di atas 
                                                          42 Ibid., hlm. 277-278 
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tanah hak miliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Hukum 
Kehutanan, yaitu:43 
Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.   Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan 
di atas, yaitu: (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis, (2) mengatur hubungan antara negara dengan 
hutan dan kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu 
(perseorangan) dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis 
adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang 
berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan 
kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan 
perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia 
Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan 
DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kehutanan (Selanjutnya disebut UUPK ), dan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Kehutanan), 
                                                          43 Salim HS, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 6 
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sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan 
yang lebih rendah.44 
 
2. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan  
           Secara yuridis normatif, menurut Pasal 1 Huruf b UU Kehutanan, 
hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohanan dan 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak 
dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tententu 
yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 
kebendaannya sebagai hutan tetap.45 
Dalam UUPK, defenisi hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan 
pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup 
alam hayati beserta alam perlindungannya dan ditetapkan oleh 
pemerintah sebagai hutan. Sedangkan kawasan hutan diartikan sebagai 
wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri di  sini adalah Menteri yang 
diserahi urusan Kehutanan.46 
Selanjutnya dalam penjelasan umum UUPK ini diuraikan bahwa 
hutan dalam undang-undang ini diartikan sebagai  suatu lapangan yang 
cukup luas, bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem yang bersama-
                                                          44 Ibid., hlm. 6. 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 46 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan 
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sama dengan tanahnya, beserta segala isinya baik berupa alam nabati 
maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup 
mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainya 
secara lestari.47 
Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana 
tercantum dalam UUPK di atas, Bambang Eko Supriadi menyimpulkan 
bahwa Pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, 
yaitu suatu hamparan atau tanah yang didominasi pepohonan sebagai 
suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian “kawasan hutan” 
adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah 
tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.48 
 
3. Status dan Fungsi kawasan hutan  
Kewenangan untuk menetapkan status hutan berada di tangan 
pemerintah. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 
(1) Hutan Negara, dan; 
(2) Hutan hak 
(3) Hutan adat 
Hutan  Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah,  hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah 
                                                          47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.  48 Bambang Eko Supriadi, Op.cit., hlm. 68.  
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yang dibebani hak atas tanah, hutan adat adalah hutan yang berada 
dalam wilayah masyarakat hukum adat. 
Hutan mempunyai tiga fungsi,  yaitu:49 
a. Fungsi konservasi 
b. Fungsi lindung 
c. Fungsi produksi. 
Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai 
berikut:50 
a. Hutan konservasi terdiri atas: 1) Hutan suaka alam, yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa; 2) Hutan pelestarian alam, terdiri dari tanam nasional, taman hutan raya, dan tama wisata alam; 3) Taman buru. b. Hutang lindung; dan  c. Hutan produkasi,  yang terdiri atas: 1) Hutan produksi terbatas (HPT); 2) Hutan produksi biasa; 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).   4. Pengertian Hutan lindung  
Untuk memberikan batasan tentang kawasan hutan lindung, dapat 
digunakan rumusan Pasal 3 ayat (1)  UUPK dan Pasal 1 ayat (8) UU 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagai berikut: 
Pasal 3 ayat (1)  UUPK: Hutan lindung ialah kawasan hutan yang  karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Pasal 1 ayat (8) UU Kehutanan: 
                                                          49  Pasal 6 ayat (1)  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 50 Bambang Eko Supriadi, Op.cit., hlm. 72.  
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Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  Menurut Supriadi, hutan lindung adalah kawasan hutan yang 
dilindungi karena sangat memiliki peranan penting dalam menjaga 
keseimbangan alam, misalnya mencegah banjir dan lain-lain.51 
 
5. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung 
Penentuan pemanfaatan hutan  lindung merupakan suatu kegiatan 
yag mendapat perhatian khusus, sebab sering terjadi perambahan hutan 
lindung akibat ketidaktahuan masyarakat akan tata batas hutan lindung 
tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi terjadinya perambahan 
hutan lindung, dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2007 Tentang  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
Serta Pemanfaatan Hutan dinyatakan bahwa pemanfaatan, hutan pada 
hutan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 dapat 
dilakukan melalui kegiatan; (a) pemanfaatan kawasan; (b) pemanfaatan 
jasa lingkungan; atau (c) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Kemufian 
Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam blok perlindungan dalam 
hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan 
sebagaimana dimaksud ayat (1). 
                                                          51 Supriadi (selanjutnya disebut Supriadi II), Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta, 2011. hlm. 583. 
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Selain pemanfaatan hutan lindung sebagai upaya memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan hasil hutan kayu, juga perlu memperhatikan 
pemanfaatkan kawasan lindung, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 24 
Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan 
yang mengatur bahwa, pemanfataan kawasan hutan lindung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf  a dilakukan antara 
lain, melalui kegiatan usaha: (a) budi daya tanam obat; (b) budi daya 
tanaman hias; (c) budi daya jamur; (d) budi daya lebah; (e) penangkaran 
satwa liar; (f) rehabilitasi satwa; atau (g) budi daya hijauan makanan 
ternak. Kemuadian Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan usaha 
pemenfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana di maksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan (a) tidak mengurangi, mengubah 
atau menghilangkan fungsi utamanya; (b) pengolahan tanah terbatat; (c) 
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; 
(d) tidak mengunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau (e) tidak 
membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. 
Kemuadian pada ayat  (3) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1)  diatur dengan peraturan menteri.  
 Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 24 di atas, di dalam 
hutang lindung terdapat aneka satwa dan aneka fauna yang memiliki 
estika dan nilai intrinsik yang perlu di lindungi. Dalam Pasal 25  ayat (1) 
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dinyatakan bahwa, 
pemanfaatan jasa lingkugan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain melalui kegiatan 
usaha: (a) pemanfaatan jasa aliran air; (b) pemanfaatan air; (c) wisata 
alam; (d) perlindungan keanekaragaman hayati; (e) penyelamatan dan 
perlindungan lingkungan; atau (f) penyerapan dan/atau penyimpanan 
karbon. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa kegiataan usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan 
ketentuan tidak: (a) mengurangi,mengubah atau menghilangkan fungsi 
utamanya; (b) mengubah bentang alam; dan (c) merusak keseimbangan 
unsur-unsur lingkungan. 52  
 
E. Perlindungan Hukum  
            Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 
berasaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 
konstitusi negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia serta 
menjamin kesamaan hak dan kedudukan di dalam hukum dan 
pemerintahan serta berhak mendapat perlindungan hukum. Pernyataan 
tentang adanya jaminan tentang hak perlindungan hukum bagi setiap 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah 
dan wajib menujunjung hukum dan pemerintahan itu tidak adanya 
                                                          52 Supriadi II,  Op.cit., hlm. 131-133. 
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kecualinya, dan Pasal 28 D ayat (1), “Setiap orang berhak atas 
pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di depan hukum”. 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum 
adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 
hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik 
dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.53 Perlindungan 
hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 
dari hal lainnya.54 
Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, 
dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang 
diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, 
dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam 
interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai 
                                                          53 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumi, Bandung, 1983 hlm. 74 54 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.1987, hlm. 20-25. 
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subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan 
suatu tindakan hukum.55  
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum 
ada dua macam, yaitu : 56 
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.  2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak  asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.  
 
 
 
                                                          55 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102. 56 Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 30 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
          Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasalahan tanah dan penyelesaian penulisan 
skripsi ini, maka dipilih lokasi penelitian di Kecamatan Bulukumpa, Desa 
Balang Pesoang, Kabupaten Bulukumba. Adapun pertimbangan dipilihnya 
lokasi tersebut, karena kawasan hutan lindung yang menjadi fokus 
penelitian berasa di lokasi tersebut. Dengan melakukan penelitian di lokasi 
tersebut, akan sangat memudahkan untuk mengakses data demi 
keakuratan penyusunan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
          Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan 
melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwewenang. 
2. Data Sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak 
langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari dan kantor 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Bulukumba, Kantor Desa Balang Pesoang, karya ilmiah dan 
dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan data 
          Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Teknik Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh 
data dan informasi yang diperlukan terkait dengan kepemilikan sertipikat 
Hak Milik atas tanah pasca di tetapkannya sebagai kawasan hutan lindung 
di desa Balang Pesoang kabupaten Bulukumba. 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, 
buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan 
perlindungan hukum sertipikat Hak Milik atas tanah pasca di tetapkannya 
sebagai kawasan hutan lindung di desa Balang Pesoang kabupaten 
bulukumba. 
 
D. Populasi dan Sampel 
           Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat di Balang 
Pesoang, dan kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, Balai Pemantapan Kawasan 
Hutan Wilayah VII Kota Makassar dan Kantor Desa Balang Pesoang yang 
berhubungan dengan objek penelitian. Untuk sampel dari populasi 
42  
penelitan ini ialah Kepala Desa Balang Pesoang, serta pemilik sertipikat 
Hak Milik Atas Tanah di dalam Kawasan Hutan Lindung Balang Pesoang, 
kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Bulukumba dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan 
Hutan Wilayah VII Makassar . Peneliti memilih subjek penelitian (informan) 
yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan 
pertanyaan penelitian. Teknik penetapan informan dalam penelitian ini 
dilakukan secara purposive (penarikan sampel bertujuan), yaitu pemilihan 
secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan 
tertentu. 
 
E. Analisis Data 
          Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikan ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. 
Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen akan 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pasca Di Tetapkannya 
Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Desa Balang Pesoang Kabupaten 
Bulukumba . 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Gambaran Lokasi Penelitian  
Gambar 4.1  Peta Kabupaten Bulukumba  
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Kabupaten Bulukumba merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi 
Selatan, yang secara geografi terletak pada 520’00” sampai 540’00” LS 
dan 11958’00” sampai 12028’00” dengan Luas wilayah Kabupaten 
Bulukumba 1.154,67 Km2. Daerah ini berada di sebelah tenggara Kota 
Makassar, terbagi atas 10 wilayah kecamatan dan terdiri atas 24 
kelurahan serta 102 desa; dengan batas wilayah sebagai berikut : 
 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai  
 Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone  
 Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores  
 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 
Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km2 atau 
sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 
(sepuluh) kecamatan dan berbagi ke dalam 27 kelurahan dan 99 desa. 
Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh 
kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, 
Kajang, Hero Lange-Lange), tetapi beberapa kecamatan kemudian 
dimekarkan dan kini “butta panrita lopi” sudah terdiri atas 10 
kecamatan.Ke-10 kecamatan tersebut adalah : 
1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten) 
2. Kecamatan Gantarang 
3. Kecamatan Kindang 
4. Kecamatan Rilau Ale' 
5. Kecamatan Bulukumpa 
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6. Kecamatan Ujungloe 
7. Kecamatan Bontobahari 
8. Kecamatan Bontotiro 
9. Kecamatan Kajang 
10. Kecamatan Herlang 
          Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah 
pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu 
Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, 
Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan 
Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra 
pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, 
Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.57 
Fokus penelitian ini di Kabupaten Bulukumba tepatnya di 
Kecamatan Bulukumpa, Desa Balang Pesoang, Desa Balang Pesoang 
didirikan pada 1920-an oleh suku Bugis pendatang yang nafkah hidupnya 
dipenuhi dari jagung, singkong, kopi bugis, dan padi ladang. Pada 1970-
an ada lebih banyak pendatang berdatangan dari Sinjai, Bulukumba, dan 
Ujung Pandang untuk membeli tanah dan menanam cengkeh. Pada akhir 
1970-an, banyak masyarakat desa asli yang mengikuti tren mendirikan 
                                                          
57 Profil, http://www.bulukumbakab.go.id/pages/profil diakses pada tanggal 27 maret 2017 pukul 21:20 wita. 
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kebun cengkeh. Awal 1980-an adalah awal penanaman lada dan kakao.58 
Adapun batas Desa Balang Pesoang adalah sebelah utara berbatasan 
dengan Sinjai Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Barugae, 
sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jawi-Jawi dan Desa 
Kalobba, sebelah barat berbatasan dengan Desa Palangka Kabupaten 
Sinjai. Desa Balang Pesoang terbagi menjadi 5 (lima) dusun yaitu: Dusun 
Talleang Lumu, Dusun Balampesoang, Dusun Buhung Tellang, Dusun 
Kampung Baru, Dusun Wae Cenning. 
Dari kelima dusun tersebut terdapat dua dusun yang termasuk 
kawasan hutan lindung Balang Pesoang yaitu Dusun Kampung Baru dan 
Dusun Wae Cenning, berdasarkan peta kawasan hutan kawasan Hutan 
Lindung Balang Pesoang.  
Kawasan Hutan lindung Balang Pesoang di Provinsi Sulawesi 
selatan seluas ± 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan) hektar, 
ditunjuk menjadi hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 
No. 760/Kpts/Um/10/82 tanggal 12 Oktober 1982, kelompok hutan Balang 
Pesoang yang terletak di Kabupaten daerah tingkat II Sinjai dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, Propinsi Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan, seluas + 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan) 
hektar telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 426/Kpt.s-II/92 pada tanggal 5 Mei 
                                                          58 Noviana Khusussiyah, Janudianto, Isnurdiansyah, S Suyanto dan James M Roshetko, Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Strategi mata pencaharian dan dinamika sistem penggunaan lahan di Sulawesi Selatan diakses pada http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/WP13040.pdf pada tanggal 27 maret 2017 pukul 22:10 wita. 
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1992 ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung. 
Secara administrasi pemerintahan, terletak di wilayah Kabupaten Sinjai 
dan Kabupaten Bulukumba. 
Gambar 4.2  Peta Kawasan Hutan Lindung Balang Pesoang 
Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar  
           Secara geografis areal ini terletak di antara 125°3' - 125°15' Bujur 
Timur dan 1°30' - 1°34' Lintang Utara. Secara kewilayahan, batas-batas 
Kawasan Hutan Lindung Balang Pesoang adalah sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalobba Kaupaten Sinjai 
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tibona. 
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- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jawi-Jawi. 
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Barugae. 
Kawasan hutan lindung Balang Pesoang berbatasan atau 
berhimpitan dengan Kabupaten Bulukumba Dan Kabupaten Sinjai .  
            Kawasan hutan lindung Balang Pesoang yang berada di wilayah 
Kabupaten Bulukumba memiliki luas 648,88 (enam ratus empat puluh 
delapan koma delapan puluh delapan) hektar. Terdapat dua dusun yang 
termasuk kawasan hutan lindung Balang Pesoang yaitu Dusun Kampung  
Baru dan Dusun Wae Cenning di Desa Balang Pesoang, Kecamatan 
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. 
Tabel 4.2  Data Penduduk Desa Balang Pesoang Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 2015 
Sumber : Kantor Desa Balang Pesoang 
 
 
 
No. 
 
Nama Dusun 
Jumlah 
KK Penduduk Jumlah 
keseluruhan laki perempuan 
1 Talleang Lumu 145 330 314 644 
2 Balampesoang 168 331 353 684 
3 Buhung Tellang 148 284 290 574 
4 Kampung Baru 111 192 220 412 
5 Wae Cenning 130 242 220 462 
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Berdasarkan tabel 4.2 memperlihatkan Dusun Kampung Baru 
memiliki jumlah penduduk sebanyak 412 jiwa dengan jumlah kepala 
keluarga (KK) 111 dan Dusun Wae Cenning memiliki jumlah penduduk 
sebanyak 462 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 130. Bila melihat 
jumlah penduduk di kedua dusun tersebut menunjukkan bahwa 
banyaknya penduduk yang telah bermukim di daerah tersebut. 
 
2. Sejarah kepemilikan sertipikat hak milik di Dusun Kampung Baru 
Dan Dusun Wae Cenning 
Pada awalnya Hutan di desa Balang Pesoang merupakan tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara, tetapi pada sekitar akhir tahun 1976 
hutan yang terdapat di Desa Balang Pesoang dibabat oleh masyarakat 
diresmikan oleh  Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Ahmad Lamo, 
diserahkan kepada masyarakat, adapun alasan hutan dibabat adalah 
untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan rakyat karena hutan 
tersebut sudah dianggap tidak produktif sementara ada bantuan tanaman 
primadona yang akan dibagikan kepada masyarakat yang berupa 
tanaman cengkeh dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba 
yaitu H.Abdul Majid. Pemerintah yang menjabat pada saat itu yaitu:59 
Gubernur Sulawesi Selatan : Ahmad Lamo 
Bupati Bulukumba   : Andi Bakri Tanda Ramang 
Camat Bulukumpa   : Andi Ranreng Mappatoba 
                                                          59 Data dokumen dari Kantor Desa Balang Pesoang 
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Kepala Desa Barugae    : Andi Mappisonang 
Kepala Dinas Kehutanan Kecamatan : Abu Tahir 
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten : Selamet 
Pada tahun 1977 hutan mulai dibabat oleh masyarakat dan pada 
tahun 1978 hutan selesai dibabat. Pada tahun 1980 masyarakat mulai 
melakukan aktifitas berkebun seperti menanam bibit cengkeh dan bibit 
merica. Pada tahun 1983 penerbitan sertipikat program PRONA oleh 
pemerintah Desa Barugae.60 PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan 
legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi 
pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan 
penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan 
secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi 
Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara 
PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara massal 
sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang 
Pertanahan.61 
Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan 
pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan 
ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan 
ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-
                                                          60 Ibid. 61 Sertipikasi Prona, http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Legalisasi Aset/Program-Program/Sertipikasi-PRONA diakses pada tanggal 19 Maret  2017  Pukul 19:30 WITA. 
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sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah 
memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang 
sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan 
pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa 
miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah 
penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah 
pengembangan ekonomi rakyat. PRONA merupakan salah satu wujud 
upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan 
penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di 
dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang 
berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok 
batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta 
PRONA.62 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 189 Tahun 1981 
Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria Menteri Dalam Negeri, pada 
diktum  KEEMPAT menyatakan bahwa: 
Untuk melaksanakan tugas proyek sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a tersebut diatas, dipergunakan : a. Aparat Agraria secara struktural baik untuk tingkat Pusat maupun tingkat Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1981 jo Nomor 133 tahun 1978; b. Kepala Kecamatan, Kepala Desa dan mengikut sertakan Tokoh-tokoh Masyarakat/Agama setempat untuk membantu pelaksanaan proyek ini.   
                                                          62 Ibid. 
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 Gambar 4.3 Sertipikat yang terbit pada tahun 1983 melalui PRONA 
Gambar 4.3 memperlihatkan sertipikat yang terbit melalui program 
PRONA pada tahun 1983. Berdasarkan wawancara, menurut Andi Mansur 
Mappamadeng selaku pemilik sertipikat hak milik atas pada tahun 1983 
menyatakan bahwa63 pada tahun 1982 dikeluarkan program PRONA oleh 
pemerintah, untuk mensertipikat semua tanah, itulah sertipikat yang ada 
pada saat ini adalah hasil program PRONA, tetapi yang menjadi masalah 
pada saat itu sebagian besar masyarakat yang telah diukur lahannya dan 
sertipikatnya telah terbit tidak dapat mengambil setipikatnya karena tidak 
mampu menebus biaya ganti rugi ke negara yang bernilai Rp. 75.000,00 , 
karena nilai uang pada saat masih terbilang sangat  tinggi, sedangkan 
harga sapi pada saat itu hanya Rp. 25.000,00. 
                                                          63 A. Mansur Mappamadeng, Pemiliki Sertipikat Hak Milik Atas Tanah pada tahun 1983, wawancara, tanggal 03 maret 2017 pukul 02:00 wita. 
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Setelah beberapa tahun kemudian terbentuklah permukiman warga 
yang bentuk penguasaannya pada saat itu berupa penguasaan fisik yaitu 
mempunyai tanda-tanda secara nyata, yang dimana terdapat hubungan 
antara subjek dan objek yang berkesinambungan dan penguasaan fisik 
yaitu penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan  
pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk 
menguasai secara fisik tanah yang di haki. Pada tahun antara 1994 dan 
1995 terbentuklah dusun kampung baru dan pada tahun 2005 dusun 
kampung baru dimekarkan menjadi dua dusun yaitu dusun Kampung Baru 
Dan Dusun Dusun Wae Cenning64 di dalam kedua dusun ini terdapat 
dapat sejumlah fasilitas umum yaitu akses jalan berupa laston, jaringan 
listrik dan cekdam berjumlah 3 unit dan fasilitas sosial. 
Pada tahun 2009 merupakan PRONA terakhir yang dilaksanakan di 
desa Balang Pesoang, pada PRONA yang dilakukan pada tahun 2009 
terdapat banyak sertipikat yang terbit termasuk di dua dusun yang 
termasuk sebagai kawasan hutan yaitu Dusun Kampung Baru dan Dusun 
Wae Cenning, menurut H. Akdiar kepala Desa Balang Pesoang 
menyatakan bahwa memperkiran sekitaran kurang lebih 100 sertipikat 
yang terbit di dalam kawasan hutan melalui program PRONA pada tahun 
2009 dan terdapat  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi 
Bangunan (yang selanjutnya disebut SPPT PBB) di Dusun Kampung Baru 
berjumlah 278 dan di dusun Wae Cenning berjumlah 403. Dengan adanya 
                                                          64 Rahman, S.E., mantan Kepala Desa Balang Pesoang , wawancara, tanggal 10 April  2017 pukul 09:00 wita. 
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SPPT PBB masyarakat beranggapan telah memiliki alas bukti hak atas 
tanah tempat bermukim dan berkebun. Bukti tersebut sudah cukup 
menunjukkan bentuk kepemilikan atas tanah yang dikuasainya dan 
pemerintah juga mengakui hak ini karena pemerintah sendirilah yang 
dahulu memungut pajak dari tanah yang masyarakat miliki.65  
Menurut penulis SPPT PBB hanyalah surat tanda pembayaran atau 
pelunasan pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah 
menurut  PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah hanya 
sertipikat sebagai surat tanda bukti hak. Namun, SPPT PBB dapat 
digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam mengajukan 
permohonan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan. 
Terbitnya sertipikat melalui program PRONA pada tahun 2009 
padahal sebelum terbitnya sertipikat tersebut terdapat penetapan hutan 
lindung di Desa Balang Pesoang pada tahun 1992 maka sertipikat yang 
terbit tidak memiliki perlindungan hukum, dan secara hukum dapat 
dibatalkan karena terbit setelah adanya ditetapkannya menjadi hutan 
lindung Balang Pesoang pada tahun 1992. Adapun pernyataan Dari pihak 
BPN terkait dengan terbitnya sertipikat hak milik atas tanah pada tahun 
2009 melaui program  Prona yaitu66 jadi waktu kegiatan PRONA pada 
tahun 2009, itu merupakan PRONA terakhir yang dilaksanakan di desa 
                                                          65H. Akdiar, S.E., Kepala Desa Balang Pesoang, wawancara, tanggal 03 Maret 2017 pukul 08:27 wita. 66 Debry Adriansyah, S.H., Kepala Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan  Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, wawancara, tanggal 08 maret 2017 pukul 09:42 wita.  
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Balang Pesoang, waktu itu kami sudah melibatkan pemerintah setempat 
yaitu kepala desa dan camat  bahwa sertipikat yang terbit itu diluar 
kawasan hutan, dan BPN menerbitkan sertipikat menurut keterangan dari 
kepala desa dan camat, barulah setelah dikeluarkan Peraturan Bersama 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaaan Umum 
dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2014 
pihak kehutanan menunjukkan wilayah-wilayah yang termasuk kawasan 
hutan lindung sejak saat itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak 
kehutanan jika ingin menerbitkan sertipikat di desa Balang Pesoang  
 
B.  Dasar Pertimbangan Penetapan Sebagai Kawasan Hutan Lindung 
Balang Pesoang 
1. Aturan Hukum 
Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga 
ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan 
terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam 
melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui 
secara luas. Dari fungsi biodiversiti, Indonesia dikenal sebagai pemilik 17 
% spesies dunia, walaupun luas wilayahnya hanya 1.3 % dari luas wilayah 
dunia. Diperkirakan Indonesia memiliki 11 % species tumbuhan berbunga 
yang sudah diketahui, 12 % binatang menyusui, 15 % amfibi dan reptilia, 
17 % jenis burung dan sekitar 37 % jenis-jenis ikan yang ada di dunia 
(KLH dan UNESCO, 1992). Kemewahan tersebut suatu ketika akan punah 
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dan hilang, jika pengelolaan hutan lindung tidak dilakukan secara 
bijaksana dan berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan dan peraturan 
perundangan yang jelas. Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, 
diantaranya UUK Pasal 1, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan 
hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara 
kesuburan tanah.67 
Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung di atur dalam Pasal 23 
sampai Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta 
Pemanfaatan Hutan jo  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung 
dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan atau 
pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan pada hutan 
lindung berupa segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan 
tidak mengurangi fungsi utama kawasan. Penentuan fungsi kawasan 
hutan diawali dengan penerbitan beberapa peraturan oleh Menteri 
Pertanian dan Kehutanan tahun 1980-an, aturan terkait kriteria fungsi 
                                                          67 Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, dan Deden Djaenudin, Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung,  Jurnal Penelitian  sosial & Ekonomi Vol. 2 No. 2 Juli Th 2005, hlm. 204. diakses dari www.gultomlawsconsultans.com/Dokumen-Dokumen-yang-dapatmenjadi-Alat-Bukti-Penguasaan-atas-Tanah. Diakses pada 30 Maret 2017 pukul 21:16 wita. 
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kawasan hutan lindung yaitu kriteria dan tata cara penetapan hutan 
lindung diatur dalam putusan Menteri Pertanian Nomor : 
837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan 
Lindung Menteri Pertanian. 
Tahap pertama pengukuhan ialah penunjukan kawasan hutan. 
Penunjukan kawasan hutan dilaksanakan sebagai proses awal suatu 
wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan 
meliputi wilayah provinsi dan wilayah tertentu secara parsial Penunjukan 
kawasan hutan meliputi Wilayah provinsi dilakukan oleh pemerintah dalam 
hal ini Menteri Kehutanan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi (RTRWP) atau pemaduserasian Tata Guna Hutan 
Kesepakatan (TGHK) dengan RTRWP. Penunjukan wilayah tertentu 
secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat usulan 
atau rekomendasi Gubernur, Bupati, atau Walikota yang wilayahnya akan 
ditunjuk sebagai kawasan hutan serta secara teknis dapat dijadikan hutan. 
Penunjukan wilayah tertentu wilayah provinsi dan secara parsial untuk 
dapat dijadikan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan. 
Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan 
melalui proses pembuatan peta: 
1) Penunjukan kawasan hutan 
2) Rencana trayek batas 
3) Pemancanganp atok batas sementara 
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4) Penataan batas kawasan hutan 
5) Penetapan kawasan hutan 
Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan, Menteri Kehutanan 
menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan 
kawasan hutan yang meliputi kegiatan penetapan  fungsi kawasan hutan 
dan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan penjelasan di atas 
kemudian dijelaskan tentang prosedur penetapan Kawasan Hutan 
Lindung Balang Pesoang di desa Balang Pesoang Kecamatan 
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba: 
1. Penunjukan areal hutan oleh Menteri Pertanian  
          Ditinjau dari surat Keputusan Manteri Pertanian Nomor: 
760/Kpts/Um/10/1982 Tanggal 12 Oktober 1982 Tentang penunjukan 
areal hutan di Wilayah Provinsi Dati 1 Sulawesi Selatan seluas 
3.615.164 Ha (Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Seratus Enam 
Puluh Empat) Hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas 
Seperti perincian sebagai berikut:68 
a. Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata   :    193 639 Ha; 
b. Hutan Lindung     : 2.004.070 Ha; 
c. Hutan Produksi Terbatas    :    993.082 Ha 
d. Hutan Produksi Tetap   :    164 998 Ha 
e. HutanProduksi yang dapat  dikonversikan :    259 375 Ha 
      Jumlah Kawasan Hutan    :  3.615.164 Ha 
                                                          68 Balai pemantapan hutan wilayah VII Makassar 
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2. Penunjukan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan  
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
760/Kpts/Um/10/1982 Tanggal 12 Oktober 1982 telah ditunjuk areal 
hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat l Sulawesi Selatan seluas 
3615.164 Ha (Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Seratus Enam 
Puluh Empat) Hektar sebagai kawasan hutan. Atas dasar penunjukan 
tersebut maka sebagian kawasan hutan telah dilakukan penataan batas 
dilapangan.  
Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil pemaduserasian antara 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna 
Hutan Kesepakatan (TGHK) perlu ditunjuk kembali kawasan hutan 
yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut 
untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan 
pada Tata Ruang Wilayah Provinsi, maka dipandang perlu untuk 
menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Provinsi daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan seluas 3.879.771 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh 
Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) hektar dengan 
keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 
dengan perincian menurut fungsi kawasan hutan dengan luas sebagai 
berikut: 
a. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian :    789.066 Ha   
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Alam, Taman Buru (darat dan Perairan) 
b. Hutan Lindung      : 1.944.416 Ha 
c. Hutan Produksi Terbatas     :     855.730 Ha 
d. Hutan Produksi Tetap     :     188.486 Ha 
e.  Hutan Produksi yang dapat dikonversi   :    102.073 Ha 
JUMLAH       :   3.879.771 Ha 
3. Penunjukan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan 
            Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor : 
Sk.434/Menhut II/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan 
Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa 
sesuai dengan dinamika pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, 
kawasan hutan yang telah ditunjuk telah mengalami perubahan batas 
serta perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara parsial. 
dalam rangka membangun Basis Data Spasial Kehutanan, Peta 
Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan 
perubahannya perlu dipetakan kembali ke dalam Peta Dasar Tematik 
Kehutanan tersebut. Kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan seluas ± 3.879.771 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh 
sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar sebagaimana 
dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 890/Kpts-
II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 berubah menjadi ± 2.725.796 (dua juta 
tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar.  
dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: 
61  
a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan       :     851.267 Ha 
Pelestarian Alam 
b. Hutan Lindung      :  1.232.683 Ha 
c. Hutan Produksi Terbatas    :      494.846 Ha 
d. Hutan Produksi Tetap    :     124.024 Ha 
e.  Hutan Produksi yang dapat dikonversi  :        22.976 Ha 
Jumlah      :  2.725.796 Ha. 
 
Setelah adanya surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
760/Kpts/Um/10/1982 Tanggal 12 Oktober 1982 salah satu hutan lindung 
yang telah ditunjuk kelompok hutan, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan, sebagai Kawasan Hutan lindung, serta berdasarkan dan Berita 
Acara Tata Batas Kelompok Hutan Balang Pesoang No.03/BA/PPH/91 
pada Tanggal 26 Juni 1991 dan ditetapkan sebagai kawasan hutan 
llindung balang  pesoang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 
426/Kpt.s-II/92. 
Kriteria hutan lindung yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian 
memberikan kriteria fungsi kawasan hutan yang mencakup tiga komponen 
utama yaitu kelerengan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi 
dan curah hujan rata-rata. Pemilihan tiga parameter fisik tersebut 
merupakan penyederhanaan dari sekian banyak parameter yang diduga 
paling berpengaruh terhadap kerentanan lahan pada Tahun 1980 yaitu 
Surat  Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 837/Kpts/Um/11/1980 
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Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung Menteri 
Pertanian 
. Adapun Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan 
sebagai kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut:  
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah 
dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan 
angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih. 
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% tau lebih. 
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau 
lebih di atas permukaan laut.  
4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap 
erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%  
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air 
6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai   
7. Kriteria hutan produksi  
8. guna keperluan/kepentingan khusus, ditetapkan oleh Menteri, 
sebagai hutan lindung   
 
2. Aspek Sosial 
 Kriteria kawasan lindung selain memperhatikan karakteristik 
kerentanan biofisik yang ada didalamnya, juga perlu dipandang dalam. 
perspektif lebih luas dengan melihat keterkaitannya terhadap aspek 
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sosial-ekonomi, politik serta penataan ruang wilayah. kebutuhan 
penetapan kawasan lindung seiring makin padatnya area pembangunan 
dan padatnya permukiman penduduk seharusnya perlu mendapat 
perhatian.  
 Dalam proses penetapan kawasan hutan dalam hal ini hutan 
lindung, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan yang 
berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk 
sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai 
status dan batas kawasan hutan. Perintah pengukuhan hutan diatur dalam 
Pasal 14 UUK. Di dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dilakukan 
pemancangan tata batas yakni pengumuman batas sementara dan 
pemancangan patok sementara serta didalamnya juga memuat proses 
penyelesaian hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan atau tanah 
adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum 
berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki 
demikian maka tidak terdapat lagi bagian-bagian tanah yang dimasukkan 
dan atau dikeluarkan pada atau dari kawasan hutan tersebut. Namun 
pada kenyataannya dalam proses pengukuhan kawasan hutan masih 
terdapat hak-hak masyarakat di dalam proses pengukuhan kawasan 
hutan.  
Berdasarkan wawancara, dengan kepala balai pemantapan 
kawasan hutan wilayah VII Makassar bapak  Hasbi Afkar menyatakan 
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bahwa69 jika terdapat sertipikat sebelum ditetapkan sebagai kawasan 
hutan lindung berarti dari pihak kehutanan yang lelah berarti harus 
dikeluarkan dari kawasan hutan  
 Salah satu ruang lingkup risalah hutan lindung yaitu aspek sosial 
ekonomi yang tetap memperhatikan keadaan penduduk dan aspek 
ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan dalam hal ini 
bercocok tanam dan memanfaatkan hasil hutan sehingga implikasi dari 
penetapan kawasan hutan lindung yang tejadi di Kabupaten Bulukumba 
tepatnya di desa Balang Pesoang tetap memperhatikan hak-hak 
masyarakat yang berdasarkan historis hukum masyarakat lebih dulu 
berada dalam wilayah tersebut sebelum penetapan kawasan hutan 
lindung oleh Menteri Pertanian. 
 
3. Keadaan Topografi, Klimatologi, Jenis Tanah  
a. Topografi 
           Berdasarkan lokasi penelitan yang terletak di Kabupaten 
bulukumba yang tepatnya berada di Kecamatan Bulukumpa yakni 
di Desa Balang Pesoang. Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki 
topografi yang bervariasi dari 0 meter hingga di atas 1000 mete dari 
permukaan laut (dpl) yang dapat dibagi ke dalam 3 bagian yaitu : 70 
                                                          69 Ir. Hasbi Afkar., Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makasssar, ,wawancara, tanggal 03 April 2017 pukul 12:38 wita. 70 Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba, 2013 hlm. 20-21. diakses dari 
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a) Morfologi daratan   
Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d 25 
meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan 
pesisir yakni Kecamatan ; Gantarang, Ujung Bulu, Ujung 
Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang.  
b) Morfologi bergelombang  
Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 sampai 
dengan 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari 
Kecamatan ; Gantarang, Kindang, Bontobahari, Bontotiro, 
Kajang, Herlang, Bulukumpa, dan Rilau Ale.  
c) Morfologi perbukitan  
Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang 
mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s.d di atas 
500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari 
Kecamatan ; Kindang, Bulukumpa, Rilau Ale.  
        Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan 
keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang dan 
dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai 
bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi 
mencapai 49,72%.  
 
 
                                                                                                                                                               http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.bulukumba/BPS%22KAB%20BULUKUMBA%20FINAL.pdf. Diakses pada 03 Maret 2017 pukul 23:24 wita. 
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b. Klimatologi   
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 
23,82 °C – 27,68 °C Suhu kisaran ini sangat cocok untuk 
pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan dengan 
klasifikasi iklim lembab atau agak basah. Daerah dengan curah 
hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur 
sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, 
sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Dengan 
curah hujan sebagai berikut : 71 
a) Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun meliputi 
Kecamatan Ujung Bulu, sebagian Gantarang, sebagian 
Ujung Loe, dan sebagian besar Bontobahari. 
b) Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun meliputi 
sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe, dan sebagian 
Bontotiro.  
c) Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun meliputi 
Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung 
Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian 
Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.  
d) Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan 
Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, dan 
Kecamatan Herlang.  
                                                          71  Ibid. hlm.21-22. 
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c. Jenis Tanah  
1. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bulukumba 
berkembang dari 2 macam batuan yang berasal dari proses 
yang berbeda, a. Batuan yang berasal dari proses endapan 
darat yang meliputi endapan aluvial, satuan fluvia vulkanik, 
satuan aglomerat, satuan breksi laharik, satuan breksi 
vulkanik (batuan Gunungapi Lompobattang) serta batuan 
beku terobosan dan lelehan ; b. Batuan yang berasal dari 
proses sedimen endapan laut yang meliputi satuan 
batugamping dan satuan napal (Formasi Walanae dan 
Anggota Selayar Formasi Walanae).  
2. Proses petrogenesa yang terjadi di Kabupaten Bulukumba 
menyebabkan terbentuknya beberapa macam jenis tanah, 
yaitu : Aluvial Hidromorf, Andosol, Regina, Laterik, Litosol, 
Mediteran, Planosol, dan Regosol.72 
Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam hal ini penunjukan 
wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi 
syarat usulan atau rekomendasi Gubernur, Bupati, atau Walikota yang 
wilayahnya akan ditunjuk sebagai kawasan hutan serta secara teknis 
dapat dijadikan hutan. Penunjukan wilayah tertentu wilayah provinsi dan 
secara parsial untuk dapat dijadikan kawasan hutan dilakukan oleh 
                                                          72 Ibid. hlm. 22. 
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Menteri Kehutanan dan Menteri Kehutanan menetapkan dan 
mengukuhkan daerah tersebut menjadi kawasan hutan lindung 
berdasarkan keadaan topografi, klimatologi, jenis tanah suatu daerah, 
dimana kriteria tersebut telah mencakup tiga komponen utama yaitu 
kelerengan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan curah 
hujan rata-rata. Dan juga dengan pertimbangan bahwa wilayah yang 
ditetapkan sebelumnya adalah hutan. 
 
4. Dampak penetapan kawasan hutan Lindung Balang Pesoang 
terhadap pemegang sertipikat hak milik atas tanah di kawasan 
hutan lindung 
Hak atas tanah di kawasan hutan lindung memperlihatkan bahwa 
penerbitan hak atas tanah di kawasan hutan lindung tidak dapat diberikan 
oleh Badan Pertanahan Nasional karena tanah dalam kawasan hutan 
secara hukum berada dalam penguasaan negara. Oleh karenanya 
prosedur untuk mendapatkan hak atas tanah harus memenuhi 
persyaratan bukti pelepasan tanah kawasan hutan jika obyek berasal dari 
tanah kawasan hutan. Logika hukum ini mendapatkan pembenaran sebab 
proses penetapan kawasan hutan telah menyelesaikan hak atas tanah 
pihak ketiga yang ada pada suatu wilayah sebelum wilayah tersebut 
ditetapkan sebagai kawasan hutan. Persoalannya ternyata, proses 
penetapan kawasan hutan tersebut tidak mengikuti ketentuan hukum yang 
berlaku. Akibatnya status hak atas tanah pihak ketiga dalam kawasan 
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hutan lindung menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum 
terhadap masyarakat yang telah tinggal di wilayah hutan lindung. 
Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa hukum menghendaki 
kepastian. Hukum Pertanahan Indonesia menginginkan kepastian siapa 
pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah. Di dalam 
realitasnya, pemegang sertifikat atas tanah belum merasa aman akan 
kepastian haknya, bahkan sikap keragu-raguan yang seringkali muncul 
dengan banyaknya gugatan yang menuntut pembatalan sertifikat tanah 
melalui pengadilan73 
Apabila pemerintah melakukan reboisasi terhambat oleh 
masyarakat yang telah bermukim bahkan akan menimbulkan konflik 
antara petugas Dinas Kehutanan berdasarkan hasil wawancara dengan 
kepala seksi pelindungan dan pengamanan hutan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulukumba  menyatakan bahwa74 apabila polisi hutan sedang 
menjalangkan tugas patroli di wilayah yang telah ditetapkan sebagai 
kawasan hutan dengan memakai baju dinas, masyakarat akan mengikuti 
mereka, maka dari itu apabila sedang menjalankan tugasnya polisi hutan 
cuman memakai baju biasa.  
    
                                                          73 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas,  Jakarta,  2001, hlm.  37. 74 Rahmat, SST, M.A.P, kepala seksi pelindungan dan pengamanan hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, wawancara, tanggal 06 Maret 2017 pukul 11:00 wita. 
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C. Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 
Pasca Ditetapkanya Sebagai Kawasan Hutan Lindung 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik 
Warga Masyarakat  Atas Tanah yang Berada Dalam Kawasan 
Hutan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hak 
Asasi Manusia  
Norma agama sebagai norma dasar kehidupan manusia pada 
hakikatnya mengakui hak milik sebagai  hak asasi yang harus dijamin. 
Tidak adapun satu agama di dunia ini yang membolehkan seseorang 
merusak atau bahkan mencuri barang milik orang lain. Pengakuan juga 
terkandung dalam larangan melakukan praktik penipuan serta larangan 
terhadap semua tindakan yang merugikan harta benda milik orang lain.75 
Kepemilikan tanah oleh masyarakat merupakan sebuah hak asasi 
manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional maupun hukum 
nasional. 
Dalam hukum Internasional, hak milik ini diatur dalam Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam Pasal 17 ayat 
(1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:  
(1) Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.  (2) Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.  
                                                          75 Achamd Ali, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 14-15. 
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Reformasi konstitusi yang telah dilakukan melalui amandemen 
UUD 1945 membawa perubahan amat mendasar, khususnya pengakuan 
konstutional hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA tentang hak 
asasi manusia yang terdiri dari 10 Pasal dan 24 ayat.76 Diantaranya 
terdapat 2 ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hak 
kepemilikan yaitu pada Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 
NRI 1945 yang menyatakan bahwa: 
Pasal 28 G ayat (1): (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perllindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat (4): (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik   tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 
Berdasarkan ketentuan di atas, dijaminnya secara konstitusional 
perllindungan hak kepemilikan termasuk di dalamnya adalah hak 
kepemilikan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah 
kepemilikan merupakan salah satu hak yang paling esensial bagi manusia 
selain hak untuk hidup. Konsekuensinya bahwa negara, melalui 
institusinya, bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi 
menghormati, dan memfasilitasi masyarakat dalam mencapai dan 
mempertahankan hak atas kepemilikan oleh setiap orang tanpa 
diskriminasi.77 
                                                          76 Ibid., hlm. 41. 77 Ibid., hlm. 41-42. 
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Perlindungan hak asasi warga masyarakat di bidang hak atas 
kepemilikan tanah tidak akan terjadi perubahan yang amat mendasar 
terhadap politik hukum agraria nasional, karena landasan konstitusional 
yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tetap dipertahankan 
(ketentuan asli) tidak mengalami perubahan dalam 4 tahap amandemen 
UUD 1945 .78 
Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyta indonesia.  Jaminan pengaturan perlindungan hak atas kepemilikan juga diatur 
melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia bagian ketujuh tentang hak atas kesejahteraan yang  merupakan 
undang-undang yang organik dari Pasal 28 UUD 1945, mengatur bahwa: 
Pasal 36: (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.  (2)  Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.  
Pasal 37 : (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.                                                           78 Ibid., hlm. 42. 
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 Dengan ditetapkannya dua dusun yaitu Dusun Kampung Baru dan 
Dusun Wae Cenning  tersebut sebagai kawasan hutan lindung Balang 
Pesoang  akan  berdampak  pada para pemengang hak atas tanah yang 
berada dalam kawasan hutan lindung yang telah mempunyai sertipikat 
hak milik telah dijamin oleh perlindungan hak asasi warga masyarakat di 
bidang hak atas kepemilikan tanah dan dari sisi hukum agraria telah 
dijamin haknya dan mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam 
ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah. Penetapan kawasan hutan di atas tanah hak milik 
tidak serta merta dapat dihilangkan hak kepemilikannya atas tanah 
setelah status kawasan berubah menjadi hutan lindung dan juga dengan 
penetapan kawasan hutan lindung, sertipikat yang dipengang oleh 
masyarakat tidak akan memberikan kedudukan hukum sebagai alat 
pembuktian yang kuat guna menjamin kepastian hukum bagi 
pemegangnya. 
 
2. Upaya Pemerintah dalam melindungi pemengang sertipikat hak 
milik atas tanah  
Salah satu bentuk  perlindungan hukum terhadap masyarakat 
pemegang sertipikat hak milik atas tanah dan masyarakat yang 
bermukim di dalam kawasan hutan lindung yaitu dengan opsi reloksi 
dimana pemerintah menyiapkan  lokasi  yang layak sebagai hunian 
dengan pertimbangan lahan masyarakat  tersebut berada di dalam 
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kawasan hutan lindung, mencegah perambahan yang berkelanjutan 
oleh masyarakat, mempertahankan fungsi hutan lindung dan kondisi 
topografi. Akan tetapi relokasi sulit diterapkan karena sudah tidak 
terdapatnya lokasi atau lahan untuk relokasi tersebut dan juga di dalam 
kawasan hutan lindung Balang Pesoang terdapat sertipikat yang terbit 
melalui PRONA sebelum penetapan kawasan hutan lindung Balang 
Pesoang maka dari itu pemerintah mengidentifikasi ulang  tapal batas 
kawasan hutan lindung Balang Pesoang karena ada beberapa faktor 
yaitu: 
1. kondisi faktual di dalam kawasan hutan lindung Balang Pesoang 
telah terdapat dua dusun dimana di kedua dusun tersebut terdapat 
241 KK dan terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial.  
2.  Kenyataannya pada saat ini di kawasan hutan yang ditetapkan 
sebagai kawasan hutan lindung Balang Pesoang sudah tidak 
terdapat ciri-ciri sebagai hutan. 
3. kebijakan pemerintah daerah setempat telah melegitimasi 
masyarakat yang telah bermukim di dalam kawasan hutan lindung 
Balang Pesoang dengan terbentuknya dua dusun yaitu dusun 
kampung baru yang tebentuk pada tahun antara tahun 1994-1995 
dan dusun wae cenning yang terbentuk pada tahun 2005 dan juga 
dengan terdapatnya SPPT PBB yang berjumlah 681 di kedua 
dusun tersebut. 
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Identifikasi tapal batas kawasan hutan lindung hal ini dimaksudkan 
agar dapat diketahui luas secara real kawasan hutan lindung dilapangan  
karena tidak terdapat lagi tapal batas kawasan hutan lindung Balang 
Pesoang. Perlindungan hukum, selain perlindungan hukum dengan opsi 
relokasi terdapat perlindungan hukum berupa enclave dengan perubahan 
batas kawasan hutan, adapun mekanisme penyelesaiannya yaitu: 
 a. Melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kehutanan, Menteri Pekerjaaan Umum dan Kepala Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia (TIM IP4T). 
          Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan 
kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah yang berada dalam kawasan 
hutan lindung, dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 
17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya 
disebut Peraturan bersama 4 Menteri) membuka ruang satu penyelesaian 
konflik yang lintas sektor. Satu opsi penyelesaian yang terintegratif 
dengan berbagai kebijakan yang membangun jembatan pada 
terbangunnya satu sistem pertanahan (satu institusi mengurus status 
tanah, satu institusi mengurus fungsi hutan) dan kawasan hutan tetap 
yang sah dan dihormati pihak lain. Bagaimanapun soal hutan berkaitan 
dengan soal kebijakan pertanahan yang sekarang dinaungi oleh 
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Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Peraturan bersama 4 
Menteri memberi ruang kepada BPN untuk mengidentifikasi dan 
memverifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
lahan di dalam kawasan hutan. Selama ini BPN seperti terlarang untuk 
melakukan pendataan tenurial lahan di dalam kawasan hutan. Padahal 
sebenarnya tidak ada aturan yang melarangnya. Kejelasan status atas 
lahan tersebut memudahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan melakukan penyikapan. 79 
 Jika memang terbukti adanya hak pihak ketiga baik berupa hak 
atas tanah maupun wilayah adat, maka KLHK mengeluarkannya dari 
kawasan hutan (negara): (1) sebagian ditetapkan sebagai hutan hak dan 
hutan adat; (2) sebagian lagi (berupa pemukiman, fasum dan fasos, lahan 
garapan pertanian, lahan yang tidak berfungsi hutan) dikeluarkan dari 
kawasan hutan. Setelah BPN mendaftarkan hak atas tanah pihak ketiga 
(baik individual, kolektif atau Komunal), maka pada lahan tersebut perlu 
ada perlindungan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional kembali berperan di sini untuk menyesuaikan 
perubahan status itu ke dalam revisi RTRW.80 
Dengan penyelesaian yang terintegratif ini, maka masyarakat yang 
mengklaim lahan di dalam kawasan hutan terlindungi secara hukum. Ini 
                                                          79 Mumu Muhajir, Siti Chaakimah,  Desi Martika ,  Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan Panduan Implementasi Peraturan bersama 4 Menteri, hlm.5 . diakses dari https://www.academia.edu/19712422/Penyelesaian_Penguasaan_Tanah_Di_Dalam_Kawasan_Hutan. Diakses pada 15 April 2017 pukul 23:16 wita. 80 Ibid. 
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berbeda dengan praktek dalam banyak kasus pelepasan kawasan hutan, 
dimana posisi masyarakat hanya sekedar pemicu terjadinya pelepasan 
kawasan hutan (dan lalu mendapatkan lahan yang sangat sedikit) 
sementara penikmat utama dari pelepasan kawasan hutan ini adalah para 
pemodal besar (dengan lahan yang lebih besar dan lebih baik). Karena itu 
pula dalam Peraturan bersama 4 Menteri, pemodal (pengusaha) tidak 
menjadi pihak pemohon. Hanya masyarakat, pemerintah dan badan sosial 
dan keagamaan yang menjadi pemohon. Peraturan bersama 4 Menteri 
juga berprinsip sejauh mungkin tidak ada penghilangan hak dan/atau 
pengusiran. Hal ini terlihat dari adanya opsi penyelesaian berupa 
kemitraan dan perhutanan sosial. Opsi ini diberikan kepada masyarakat 
yang tidak memiliki klaim atau klaimnya tidak terbukti, namum masyarakat 
tersebut secara de facto mempergunakan lahan itu dengan niat baik.81 
Proses penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan melalui 
Peraturan bersama 4 Menteri dilakukan melalui proses inventarisasi 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T). 
Pelaksanaan IP4T dimulai dengan pembentukan Tim IP4T, penentuan 
lokasi prioritas, sosialisasi, pengumpulan permohonan dari masyarakat, 
verifikasi permohonan, rapat internal tim IP4T dan pembuatan 
rekomendasi. 
                                                          81 Ibid., hlm. 6. 
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Hal ini  pun ditegaskan oleh Debri Adrainsyah  dari instansi BPN, 
yang menyatakan bahwa82 kebijakan pemerintah dalam hal ini 
perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah terhadap  permukiman, 
fasilitas sosial, fasilitas umum yang berada pada kawasan hutan lindung 
yakni berupa penguasaan enclave dan program IP4T. Jadi setelah data 
berupa penguasaan lahan dalam kawasan hutan tersebut di usulkan ke 
kantor wilayah BPN/kepala kantor pertanahan kabupaten/kota lalu 
dilakukan penindak lanjutan oleh Tim pelaksana IP4T tersebut di dalam 
kawasan hutan yang ditunjuk oleh Bupati. Dan data tersebut oleh bupati 
dikirim ke kementerian kehutanan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. 
Perubahan batas kawasan hutan diintegrasikan dalam rencana tata 
ruang wilayah, revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan 
kabupaten atau kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang 
menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi. Kebijakan 
perubahan kawasan batas hutan melalui ketentuan ini merupakan salah 
satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak 
masyarakat atas tanah yang berada dalam kawasan hutan. Ketantuan 
tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan 
pemerintah Kabupaten Bulukumba bagi permukiman penduduk yang 
berada dalam kawasan hutan lindung telah ditepuh melalui mekanisme 
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung. 
                                                          82 Debry Adriansyah, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan  Perkara Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, wawancara, tanggal 08 maret 2017 pukul 09:42 wita. 
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Gambar 4.4 Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di 
dalam Kawasan Hutan 
 
 
b. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo 
P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan  
Kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya 
klaim atas hak-hak pihak ketiga yang sah. Kementerian Kehutanan 
mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak 
ketiga dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo 
P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, khususnya 
pada Pasal 23 dan Pasal 24.  
Pasal 23 dinyatakan bahwa: 
Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada:  
a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan 
80  
b. di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri.   Pasal 24 dinyatakan bahwa: (1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.  (2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:  a. hak milik;  b. hak guna usaha;  c. hak guna bangunan;  d. hak pakai; dan  e. hak pengelolaan. (3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain berupa:  a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;  b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;  c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;  d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;  e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;  f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;  g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan;  h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;  
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i.  risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;  j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;  k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;  l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau  (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya.  (5) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis.  (6) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:  a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;  b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:  1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan  2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan  3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.  4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus)  (7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas.  
AMAR pada setiap Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan terdapat 
klausul: ”Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam 
penetapan kawasan hutan ini, dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai 
peraturan perundangan”.  
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Gambar 4.5 Proses  Penyelesaian hak-hak pihak ketiga melalui pembuktian hak-hak ketiga  
 Menurut penulis agar terlaksana mekanisme perlindungan hak-hak 
pihak ketiga baik melalui mekanisme Peraturan bersama 4 Menteri  dalam 
hal ini Tim IP4T dan juga melalui mekanisme Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang 
Pengukuhan Kawasan Hutan, sebalum maupun sesudah penetapan 
kawasan hutan lindung diperlukannya peran aktif dari pemerintah 
kabupaten yaitu dengan adanya koordinasi antara Bupati dan Kepala 
Desa karena  kepala desa serta jajarannya merupakan aparat 
pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta 
mengetahui secara pasti daerah dan keadaan wilayah dan masyarakatnya 
dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya 
penetapan kawasan hutan, masyarakat perlu mengawasi dengan ketat 
Kepala Desanya. Jangan sampai Kepala Desa memanfaatkan proses ini 
hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN  
1. Dasar Pertimbangan hukum pemerintah dalam menetapkan 
kawasan hutan lindung Balang Pesoang  yakni berdasarkan 
Penunjukan areal hutan oleh Menteri Pertanian berdasarkan 
Keputusan Manteri Pertanian Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982 
Tanggal 12 Oktober 1982 Tentang penunjukan areal hutan di 
Wilayah Provinsi Dati 1 Sulawesi Selatan dan kawasan hutan 
lindung Balang Pesoang ditetapkan berdasarkan keadaan topografi 
suatu daerah, dimana kriteria tersebut telah mencakup tiga 
komponen utama yaitu kelerengan, jenis tanah menurut 
kepekaannya terhadap erosi dan curah hujan rata-rata. 
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik pasca 
ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung Balang Pesoang 
yaitu  terdapatnya jaminan perlindungan hak kepemilikan atas 
tanah secara konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia 
dibidang pertanahan serta perlidungan hukum terhadap pemilik 
sertipikat hak milik yang berada dalam kawasan hutan yaitu 
perlindungan hukum berupa enclave dengan perubahan batas 
kawasan hutan dan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah 
provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan setelah proses 
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peninjauan kembali. Mekanisme penyelesaian pihak ke tiga dalam 
kawasan hutan lindung terdapat 2 cara penyelesaian yaitu dengan 
melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kehutanan, Menteri Pekerjaaan Umum dan Kepala Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 
P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan 
Kawasan Hutan. 
 
B. SARAN  
1. Sebelum penetapan kawasan hutan lindung seharusnya dilakukan 
penyelesaian hak-hak pihak ketiga agar tidak terjadinya konflik. 
Setelah penetapan kawasan hutan lindung Dinas Kehutanan  
melakukan penyuluhan terkait pentingnya peranan hutan lindung 
untuk lingkungan. Pesoang perlu adanya pengawasan dari pihak 
Dinas Kehutanan agar semua kegiatan yang dilakukan di dalam 
kawasan hutan lindung Balang Pesoang dapat terkontrol dengan 
baik dan perlu adanya sikap tegas dari Dinas Kehutanan untuk 
mencegah tindakan okupasi yang semakin meluas dilakukan oleh 
masyarakat. 
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2. Untuk tercapainya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang 
memiliki sertipikat hak milik atas tanah perlu peran aktif dari 
masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan atas penetapan 
kawasan hutan lindung Balang Pesoang dan  juga perlunya peran 
pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan kepala desa yang 
bersentuhan langsung dengan masyarakat. 
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